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SATUAN KERJA PERANGKAT BAERAH

t a h u n  A n g g a r a n  2010.

BUPATI MUNA

a. bahwa dalam rangka untuk mengatur ketersediaan dana yang cuktip
untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana 
yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan' Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD), perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Mekanisme 
Pengelolaan Anggaran Kas Satuan Keija Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2010.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Tingkat H di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nonior 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1312) sebagaimana telah dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

j Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569);

3- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara 
4286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2001 tentang Penamanan dan 
Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4070);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia NomOr 
4438);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 24.Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Muna;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahuri 2007 
tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran 
Daerah dan Berita Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Ixmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tefanis Daerah Kabupaten Muna;



Menetapkan

29. Peraturan Daerab Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tabun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010;

31. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010.
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: PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG MEKANISME 
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam setiap periode.

Pasal 2

(1) Dalam proses penatausahaan anggaran, anggaran kas mempunyai 
peranan penting sebagai alat kontrol pengendalian oleh Dinas 
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara 
Umum Daerah ( BUD).

(2) Anggaran Kas sebagimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
pembuatan Surat penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum 
Daerah pada setiap periode bulan/triwulan berkenaan.

(3) Untuk sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 
Bagi Hasil (DBH) dapat ditetapkan SPD berdasarkan jumlah 
realisasi yang telah nyata diterima pada rekening kas daerah.

Pasal 3

(1) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal i pada setiap 
SKPD terdiri atas perkiraan arus kas masuk dan perkiraan arus kas 
keluar pada setiap bulan dan triwulan.

(2) Jumlah perkiraan arus kas masuk dan jumlah perkiraan arus kas 
keluar untuk setiap bulan dan triwulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna.
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Ditetapkan : di Raba
Pada Tanggal, _  f — 2010

BUPATI MUNA,

Ir. Ridwan bae

Diundangkan di Raha 
Pada Tanggal 2010

PIL Sekretaris Daerah

ZAKARUDDIN, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2010 NOMOR


